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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul: “Implementasi Teori Zawa<jir Terhadap Sanksi Pidana 

Percobaan (Direktori Putusan No. 406/PID.B/2019/PN/Sda)” bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan Bagaimana sanksi hukum pidana percobaan dalam putusan nomor 

406/Pid.B/2019/PN Sda dan Bagaimana analisis sanksi hukum pidana percobaan 

menurut teori zawa>jir dalam putusan nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda.  

  Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik 

deskriptif analisis menggunakan pola fikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari 

variabel yang bersifat khusus. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan : Pertama, Putusan Hakim Pengadilan Negeri 

Sidoarjo 406/Pid.B/2019/PN Sda menyatakan bahwa terdakwah dijatuhi pidana penjara 

selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 12 (Dua Belas) Bulan. Dan 

menjatuhkan denda Terdakwah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) 

Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Dengan pertimbangan keadilan yang melihat dari hal 

yang meringankan terdakwah maka pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika 

dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana 

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (Dua Belas) bulan 

berakhir. Kedua, Dari analisis teori Zawa<jir tentang sanksi pidana percobaan dalam 

perkara tindak pidana Melakukan Niaga tanpa dilengkapi Izin Usaha Niaga dalam 

putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo 406/Pid.B/2019/PN Sda, diperoleh hasil 

penelitian bahwa tujuan pemidanaan yang ada dalam pertimbangan majelis hakim tidak 

sejalan dengan tujuan pemidanaan yang ada Undang-Undang tentang minyak dan gas 

bumi yaitu tidak menimbulakan efek jera bagi pelakunya. Sedangkan tujuan pemidanaan 

dalam undang-undang adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya, sehingga 

berdasarkan tujuan pemidanaan secara hukum islam tidak memenuhi secara teori 

Zawa<jir . 

Berdasarkn kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran-saran, antara lain: 

Pertama, Untuk penegak hukum, khususnya majelis hakim dalam mempertimbangkan 

serta memutus suatu perkara lebih memperhatikan undang-undang yang berlaku. Kedua, 

untuk masyarakat, lebih diharapkan menjadikan ini sebagai pembelajaran dalam 

kehidupan bahwa kejahatan akan merugikan diri sendiri dan juga akan mengganggu 

kemaslahatan masyarakat sekitar. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 

(3) dijelaskan Bahwa Negara Kekuasaan Republik Indonesia merupakan negara 

hukum (rechstaat). UUD 1945 pasal 1 tersebut secara filosofi memposisikan 

hukum sebagai kedudukan yang tertinggi dalam negara hukum (supremasi hukum). 

Adanya supremasi hukum setidaknya mampu memberikan keadilan, kepastian, dan 

manfaat bagi rakyat Indonesia. Untuk mencapai sebuah tujuan  dalam penegakan 

hukum, diperlukan seperangkat aturan yang disebut dengan peraturan perundang-

undangan. 

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif adalah untuk mencegah 

terjadinya kejahatan dan suatu bentuk pembalasan kepada orang yang melanggar. 

Dalam hukum pidana positif terdapat dua teori yaitu absolut dan relatif. Teori 

absolut adalah teori yang menjadikan sanksi hukum sebagai bentuk pembalasan 

bagi pelaku tindak pidana karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan 

masyarakat ataupun orang lain sengsara. Sedangkan teori relatif adalah teori yang 

menjadikan sanksi hukum sebagai bentuk efek jera terhadap pelaku tindak pidana 

sehingga pelaku tindak pidana tidak lagi mengulang perbuatanya tersebut, (special 
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preventive) dan menjadi sebuah pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan 

perbuatan sebagaiman yang dilakukan oleh terpidana (generale preventive).1 

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari dua yaitu hukum 

pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil diatur dalam 

KUHP yang secara khusus mengatur tetang perbuatan yang dilarang atau perbuatan 

yang dapat dipidana. Hukum pidana formil di Indonesia diatur dalam KUHAP yang 

memberikan pedoman untuk mengatur kewenangan Negara (melalui aparat 

penegak hukum) dalam proses peradilan sebagaimana seharusnya yang dilakukan 

oleh aparat hukum. 

Hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana disebut sanksi 

pidana. Sanksi pidana adalah hukuman sanksi yang paling banyak digunakan untuk 

menjatuhkan hukum kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan 

perbuatan tindak pidana.2 Mengenai sanksi pidana diatur dalam pasal 10 KUHP 

yang berbunyi :   

1. Pidana Pokok, terdiri atas : 

a. Pidana mati 

b. Pidana penjara 

c. Pidana kurungan 

d. Pidana denda  

2. Pidana Tambahan, terdiri atas :  

a. Pencabutan hak-hak tertentu 

 
1 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 89.  
2 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 193.  
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b. Perampasan barang-barang tertentu  

c. Pengumuman putusan hakim  

Selain sanksi pidana dalam pasal 10 KUHP juga terdapat sistem 

penjatuhan pidana lain yaitu pidana percobaan/pidana bersyarat. Hukuman 

percobaan (voorwaardelike) adalah hukman dengan perjanjian. Arti hukuman 

percobaan adalah jika terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dengan 

hukuman penjara maka terdakwa tidak perlu menjalankan hukuman penjara 

asalkan selama masa percobaan ia dapat berbuat baik dan memperbaiki 

kelakuanya, kecuali terdakwa melakukan tindak pidana lain selama masa 

percobaan tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 14a Ayat (1) KUHP yang 

menentukan bahwa : “Apabila hakim menjatuhkan hukuman pidana paling lama 

satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan penganti maka 

dalam putusanya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah 

dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, 

disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa 

percobaan yang ditentukan tersebut habis, atau karena terpidana selama masa 

percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam 

perintah itu ”. 

Pidana percobaan dalam praktiknya dijatuhkan hukuman berbagai 

pertimbangan baik karena usia sudah tua maupun alasan masih sekolah atau alasan-

alasan lain. Pidana percobaan dijatuhkan dengan alasan terdakwa telah terbukti 

melakukan tindak pidana, tapi pidana penjara tidak usah dijalankan karena 

berbagai pertimbangan dari hakim. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
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hukuman pidana percobaan selain mendidik agar terdakwa menyadari perbuatan 

yang telah dilakukan merupakan kesalahan dari sudut pandang hukum pidana, 

pidana percobaan dijatuhkan dengan alasan tidak usah dijalani karena faktor 

kemanusiaan. 

Dalam hukum pidana Islam terdapat dua teori dalam tujuan pemidanaan 

yaitu teori al-jawa>bir (الجوابر), dan al-zawa>jir  (الزواجر). Pertama, teori al-jawabir 

adalah sanksi pidana yang bertujuan sebagai pembalsan untuk menebus dosa bagi 

si pelaku. Kedua teori al-zawa>jir adalah sanksi pidana yang ditujukan untuk 

memberikan efek jera terhadap pelaku untuk pencegahan supaya tidak mengulangi 

perbuatan tindak pidana lagi.3 

Tujuan suatu pemidanaan yang terdapat dalam hukum pidana Islam dan 

hukum pidana positif memiliki beberapa perbedaan diantaranya. Pertama, teori 

pembalasan dalam hukum pidana Islam mengetahui adanya pemaafan sedangkan 

dalam hukum pidana positif tidak mengetahui adanya pemaafan. Kedua, tujuan 

yang terdapat dalam hukum pidana Islam lebih memiliki ketegasan daripada 

hukum pidana positif. Ketiga, dalam hukum pidana Islam prinsip dasar 

pelaksanaanya merupakan wujud ketaatan hamba kepada TuhanNya yang 

berdasarkan keimanan, sedangkan dalam hukum pidana positif prinsip 

pelaksanaanya sanksi pidana hanya sebatas patuh terhadap aturan yang dibuat oleh 

manusia. 

Selain itu tujuan suatu pemidanaan juga memiliki persamaan dalam 

hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, yakni ; sebagai bentuk upaya hakim 

 
3 Ibid., 95  
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untuk menangani setiap tindak pidana menyingkirkan pelaku tindak pidana  dengan 

pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup, dan juga menyadarkan 

masyarakat untuk berbuat baik.4 Ada tiga pokok tujuan yang akan dicapai dengan 

suatu pemidanaan. Pertama, memperbaiki diri si pelaku tindak pidana itu sendiri. 

Kedua, untuk menimbulkan efek jera sekaligus menjadikan masyarakat yang 

berpotensi sebagai pelaku tindak pidana memiliki efek rasa takut dari suatu 

pemidanaan. Ketiga, bertujuan sebagai pembalasan sehingga pelaku tindak pidana 

tidak mampu melakukan tindak pidana lagi. 5 

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan suatu sanksi pidana ternyata dapat 

diterapkan dan berlaku teori jawa>bir dan zawa>jir sekaligus secara bersamaan 

sebagaimana pidana h}udu>d yang seharusnya tunduk pada teori jawa>bir  

(sebagai penebus dosa) yang mana hukuman yang diterima lebih berat 

dibandingkan dengan tindak pidana yang ia lakukan.6  

Melihat adanya persamaan teori jawa>bir dan zawa>jir yaitu berorientasi 

sebagai bentuk pencegahan, ternyata berpengaruh terhadap pembaruan hukum 

pidana Islam yang lebih mendominankan pendekatan kepada teori zawa>jir.6 

Yakni dalam pendekatan ini hukuman dalam pidana Islam yang 

dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tidak harus persis atau sama bentuk 

hukumannya dengan apa yang secara tekstual termaktub dalam Alquran dan Hadis. 

Pelaku boleh dihukum dengan bentuk hukuman apa saja termasuk dalam hal ini 

 
4 Ibid, 98  
5 Jauhari D Kusuma, “Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan 

di indonesia”, Muhakkamah, No 2, Vol. 1 (November, 2016), 101 6 Ibid,  483.  
6 Rahawarin, Ahmad Rifai. "Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi 

Hukum Pidana Nasional)." Legal Pluralism: Journal of Law Science 7.2 (2017): 144-176.  
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adalah penerapan hukuman minimal sampai hukuman maksimal,7 dengan catatan 

hukuman tersebut mampu mencapai tujuan hukum yaitu membuat jera pelaku dan 

menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan tindakan pidana.8 

Walaupun pendekatan teori zawa>jir ini masih belum bisa diterapkan dalam sistem 

hukum pidana Islam secara menyeluruh, setidaknya tujuan pemidanaan baik dalam 

hukum positif dan hukum Islam, menurut hemat penulis, memiliki tujuan yang 

sama, yaitu berorientasi untuk memberikan efek jera serta bertujuan pencegahan 

agar tidak mengulangi tindak pidana lagi. 

Dengan adanya teori tujuan pemidanaan, penulis menginginkan dalam 

penggunaan pisau analisis menggunakan teori zawa>jir dengan sanksi pidana 

percobaan sebagai contoh yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo 

nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda. Dalam putusan yang dimaksud terdakwa  didakwa 

dengan pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dengan ancaman pidana paling lama 3 tahun 

dengan denda 30.000.000 milyar,- (Tiga puluh milyar), namun dalam putusanya 

hakim memutuskan dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda 

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan pidana tersebut 

tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan 

lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa 

percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir. 

 
7 Nasrullah, “Kontribusi Teori Sanksi  dan Asas Pembuktian terhadap Jarimah Korupsi di 

Indonesia”, ISLAMICA, No. 2, Vol. 9 (Maret, 2015), 484.  
8 Junaidi Abdillah, “Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam dan Relevansinya Bagi 

Pembangunan Hukum Di Indonesia”, Pengembangan Masyarakat Islam, No. 10,Vo. 2 (2017), 74.  
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Vonis majelis hakim tersebut menimbulkan pertanyaan bagi penulis 

mengenai tujuan pemidanaan apa yang bisa diambil, mengingat dalam suatu sanksi 

pidana pasti memiliki tujuan pemidanaan yang sesuai dengan UndangUndang 

untuk mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana untuk memberikan 

efek jera. Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah 

dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain 

disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa 

percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir sama sekali tidak mencerminkan 

efek jera. Untuk mendalami hal tersebut lebih lanjut, penulis tertarik untuk 

membahasnya mengenai analisis sanksi pidana percobaan menurut teori zawa>jir. 

Apabila sanksi pidana percobaan dianalisis menurut teori zawa>jir  dalam sanksi 

pidana percobaan bisa menimbulkan efek jera atau tidak. Penulis mengkaji dalam 

ranah hukum pidana Islam dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ 

IMPLEMENTASI TEORI ZAWA<JIR TERHADAP SANKSI PIDANA 

PERCOBAAN  (Studi Kasus Putusan no. 406/pid.b/2019/pn sda)”  

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis berusaha 

untuk menjelaskan ruang lingkup dan identifikasi masalah ini. Masalah-masalah 

dalam penelitian ini meliputi :  

1. Perbedaan tujuan pemidanaan serta jenis sanksi pidana antara hukum positif 

dan hukum pidana Islam.  
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2. Efektivitas penerapan tujuan pemidanaan dalam hukum positif dan hukum 

pidana Islam.  

3. Tujuan pemidanaan berdasarkan hukum pidana Islam terhadap penerapan 

sanksi Pidana percobaan dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 

406/Pid.B/2019/PN Sda. 

4. Sanksi  hukum  pidana  percobaan  dalam  putusan nomor 

406/Pid.B/2019/PN Sda. 

5. Analisis sanksi hukum pidana percobaan menurut teori zawa>jir dalam 

putusan nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda  

Adapun batasan masalah dalam identifikasi masalah diatas bertujuan agar 

permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi ruang lingkup 

permasalahan  sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 

406/Pid.B/2019. 

2. Analisis Implementasi Teori sanksi hukum pidana percobaan menurut teori 

zawa>jir dalam putusan nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda. 

 

 

 

 

C. Rumusan Masalah  
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Beberapa permasalahan penting yang muncul dan dibahas dalam  

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo 

Nomor 406/Pid.B/2019 ? 

2. Bagaimana analisis Implementasi Teori Zawa>jir terhadap Sanksi Pidana 

Percobaan dalam putusan nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda ? 

 

D. Kajian Pustaka  

Kajian Pustaka merupakan suatu deskripsi singkat tentang penelitian atau 

kajian yang pernah dilakukan atau diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian  

yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan/ duplikasi dari sebuah 

kajian atas penelitian tersebut. 

Sejauh usaha penulis dalam mencari kajian pustaka mengenai teori 

zawa>jir terhadap sanksi pidana percobaan dalam putusan Pengadilan Negeri 

Sidoarjo nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda. hampir tidak menemukan sama persis 

dengan judul penelitian oleh penulis. Namun demikian, tentu ada karya tulis ilmiah 

yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:   

1. Skripsi yang ditulis oleh Al Kautsar Ramadhan dari Universitas Lampung, 

dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 

Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan”, dengan kesimpulan 

bahwa skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
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pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan, dan syarat tindak 

pidana yang dapat dijatuhkan pidana percobaan.9   

2. Skripsi yang ditulis oleh Agung Satria Putra dari Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta, dengan judul “Sanksi Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan 

Sengaja Prespektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia dan 

Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam”, dengan kesimpulan bahwa 

skripsi ini membahas tentang sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan 

sengaja prespektif kitab undang-undang hukum pidana Indonesia dan Syari’ah 

penal code order Brunei Darussalam dan menjelaskan perbedaan dan 

persamaan sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja prespektif 

kitab undang-undang hukum pidana Indosensia dan Syari’ah penal code order 

Brunei Darussalam.10  

3. Skripsi yang ditulis oleh Zaziratul Fariza dari Universitas Islam Negeri Ar-

raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul “Pidana Mati Terhadap Delik 

Korupsi dalam Prespektif Teori Zawa>jir dan Jawabir”, dengan kesimpulan 

bahwa skripsi ini membahas tentang sanksi pidana mati bagi pelaku tindak 

pidana korupsi dan menjelaskan tentang teori zawa>jir dan jawabir.11  

 
9 Al kausar Ramadhan, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018)  
10 Agung Satria Putra, Sanksi Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Prespektif Kitab 

Undang-Undang HuKum Pidana Indonesia Dan Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam,  

(Surakarta: Institut Agama Islam Negeri, 2019)  
11 Zaziratul Fariza, Pidana Mati Terhadap Delik Korupsi Dalam Prespektif Teori Zawa>jir Dan  

Jawabir, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam, 2016)  
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Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, penulis ingin menunjukkan 

bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa 

judul diatas. Bahwa fokus pembahasan dalam skripsi ini terletak pada pisau analisis 

yang digunakan yaitu menggunakan teori zawa>jir. Sedangkan objek kajian yang 

digunakan yaitu penjatuhan sanksi pidana percobaan terhadap terdakwa dalam 

putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidarjo Nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda. 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan diadakannya penulisan ini sesuai dengan konteks rumusan 

masalah di atas adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui sanksi hukum pidana percobaan dalam putusan nomor 

406/Pid.B/2019/PN Sda. 

2. Untuk mengetahui analisis sanksi hukum pidana percobaan menurut teori 

zawa>jir dalam putusan nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda.  

F. Kegunaan Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat sebagai 

berikut:  

1. Secara keilmuan (teoritis), penilitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran 

atau pedoman untuk menyusun sebuah hepotesis penulisan berikutnya bila ada 

kesamaan antara masalah dan memperluas khasanah keilmuan, serta referensi 

kajian pustaka khususnya dalam bidang hukum pidana positif dan hukum 
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pidana Islam yang berkaitan dengan penerapan teori zawa>jir terhadap sanksi 

pidana percobaan. 

2. Sedangkan secara terapan (praktis), penelitian ini dapat diharapkan 

memberikan rmanfaat sebagai informasi dan tambahan wawasan bagi aparat 

penegak hukum meliputi pengadilan, kepolisian, dan masyarakat luas 

mengenai pentingnya implementasi tujuan pemidanaan dalam setiap tindak 

pidana yang dilakukan.   

G. Definisi Operasional  

Dari judul skripsi ini, untuk mempermudah pemahaman dan menghindari 

kesalah pahaman beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan adalah sebagai 

berikut :  

1. Teori zawa>jir     

Kata al-zawa>jir )الزواجر), berasal dari bahasa arab ‘Urdhu yang dalam 

bahasa arabnya adalah kata kerja ْْ  ُ جْرْ ْ–زَجَرَ  ُ يزَ  dan masdarnya adalah ر  atau زَج 

 yang berarti mengendalikan, memeriksa, mencegah, melarang. al-Zawa>jir لزاجرات

 adalah salah satu teori pemidanaan yang hukuman dijatuhkan terhadap (الزواجر(

pelaku tindak pidana tidak harus sama persis, pelaku boleh dihukum dalam bentuk 

hukuman apa saja dengan catatan hukuman tersebut mampu mencapai tujuan 

hukum yakni membuat jera pelaku dan menimbulkan rasa takut bagi orang lain 

untuk melakukan tindak pidana.12 Adapun teori zawa>jir  dalam kegunaan 

 
12 Junaidi Abadilah, “Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam dan Relevansinya Bagi  
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penelitian ini sebagai pisau analisis terhadap sanksi pidana percobaan dalam 

putusan No. 406/Pid.B/2019/Pn.Sda.  

2. Sanksi pidana percobaan    

Sanksi pidana percobaan adalah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis 

hakim yang mana jika terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dengan 

hukuman penjara maka terdakwa tidak perlu menjalankan hukuman penjara 

asalkan selama masa percobaan  dapat berbuat baik dan memperbaiki kelakuanya 

dan selama syarat yang ditentukan tidak dilanggar, kecuali apabila terdakwa 

melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan dan tidak mentaati syarat-

syarat yang sudah ditetapkan. Mengenai sanksi pidana diatur dalam pasal 10 

KUHP.13 Sanksi pidana percobaan dalam kaitannya dengan skripsi ini sebagai 

objek  kajian  dengan membandingan suatu putusan No.406/Pid.B/2019/Pn.Sda. 

lalu dikaji menggunakan teori zawa>jir.  

 

H. Metode Penulisan  

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis 

normatif yang kualitatif.14 Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang 

membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian terhadap 

doktrin atau asas hukum bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin 

 
Pembangunan Hukum Di Indonesia”, ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, No. 

1, Vol. 10, (Mei 2017), 74  
13 Kade Richa Mulyawati, dkk, “Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksaan Terhadap Putusan Pidana 

Percobaan”, Kertha Wicaksana, No. 1, Vol. 13, (Februari 2019), 59.  
14 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 25.  
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hukum yang berlaku, biasanya tipe penelitian ini disebut studi dogmatic atau 

penelitian doktrinal.15 Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif ini 

mengacu pada norma atau hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat sehingga tidak memerlukan populasi dan sampel. Metode 

yuridis normatif bersifat kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan apa yang 

sedang terjadi.16 

1. Data yang dikumpulkan  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang terkait 

dengan penelitian yang membahas tentang implementasi penerapan teori zawa>jir 

terhadap sanksi pidana percobaan (Studi kasus putusan nomor 

406/Pi2.d.B/2019/PN Sda), maka data yang dikumpulkan yakni :  

a. Data Primer  

1) Dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 

406/Pid.B/2019/PN Sda. 

2) Buku terjemah kitab Zawa>jir  

3) KUHP   

b. Data Sekunder  

 
15 Ibid., 25.  
16 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), 

91.  
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1) Buku yang berjudul “Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia 

di dalam dan di luar KUHP (suatu analisis)”.  

2) Buku yang berjudul “Teori Hukum dan Aplikasinya”  

3) Jurnal tentang zawa>jir dan tentang sanksi pidana percobaan 

2. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data adalah teknik dalam mengumpulan data untuk 

memperoleh informasi, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini yaitu:   

a. Dokumentasi, yaitu teknik  mencari data meliputi catatan peristiwa yang 

berlaku, baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya.17 Dengan cara 

membaca dan menelaah data dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo 

Nomor 406\/Pid.B/2019/PN. Sda.  

b. Kepustakaan, tujuan dan kegunaan kepustakaan pada dasarnya adalah 

menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.18 Dengan cara 

membaca, menelaah dan menulis hal yang berhubungan dengan penelitian.  

3. Teknik pengolahan data  

  Semua data yang terkumpul diolah dengan tahapan sebagai berikut:  

a. Editing, yaitu memeriksa kembali data yang di peroleh dengan cermat baik 

dari sumber primer maupun sekunder sehingga jelas dan dapat mnghasilkan 

data yang valid.19  

 
17 Moh. Nasir, Metodologi penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. II, 1985),53.  
18 Bambang Sunggono, Metedologi Penelitian Hukum, (Jakarta: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 

197.  
19 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, cetakan 3, 

(Jakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014) , 31.  
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b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi 

sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan 

rumusan masalah serta mengelompokkan data yang di peroleh, menyusun 

dan mensistematikan data yang berisikan paparan hukum pidana Islam 

dalam penerapan teori zawa>jir terhadap sanksi pidana percobaan dalam 

putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda.20 

dalam hal ini menyusun dan mensistematikan data yang berisikan paparan 

yang sudah direncanakan mengenai analisis  teori zawa>jir terhadap sanksi 

pidana percobaan dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 

406/Pid.B/2019/PN Sda. 

c. Analizing, yaitu menganalisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana 

percobaan dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 

406/Pid.B/2019/PN Sda.  

4. Teknik Analisis Data  

Analisis merupakan upaya mencari dan menata data secara sitematis 

catatan hasil dokumentasi, wawancara dan kajian Pustaka. Langkah selanjutnya 

setelah data terkumpul data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode 

deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 

secara jelas semua data yang ada untuk dikaji, disusun secara sistematis untuk 

dianalisis dengan menggunakan undang-undang yang berlaku. Analisis yang 

digunakan adalah analisis implementasi teori zawa>jir sebagai teori tujuan 

 
20 Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.  
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pemidanaan dalam hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi pidana 

percobaan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 

406/Pid.B/2019/PN Sda. Adapun alasan penulis menggunakan analisis teori 

zawa>jir ini karena teori tersebut berorientasi terhadap tujuan pemidanaan berupa 

pencegahan yang mana tujuan tersebut apabila diterapkan kedalam sanksi pidana 

percobaan bisakah menimbulkan efek jera. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Agar dalam penulisan penelitian ini lebih terarah maka penulis 

menyusunnya ke dalam sistematika bahasan sebagai berikut:  

Bab kesatu yakni pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian, dan sistematika bahasan.  

Bab kedua yakni kerangka teoritis yang membahas tentang teori zawa>jir 

meliputi pengertian zawa>jir,  dasar hukum zawa>jir, fungsi zawa>jir, tujuan 

zawa>jir dalam hukum islam. 

Bab ketiga, memaparkan deskripsi tentang implementasi teori zawa>jir 

terhadap sanksi pidana percobaan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri 

Sidoarjo nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda. Hal tersebut bertujuan untuk 

memaparkan apa adanya secara objektif terhadap apa yang ada di dalam putusan 

Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda.  
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Bab keempat, membahas tentang analisis implemetasi teori zawa>jir 

terhadap sanksi pidana percobaan dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo 

nomor nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda. 

Bab kelima, adalah penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari 

rumusan masalah serta saran. Tujuannya adalah memberi kemudahan untuk 

mengetahui hasil kesimpulan dari penelitian secara ringkas.  
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BAB II 

TEORI ZAWA>JIR 

A. Teori Penjatuhan Pidana 

Menurut sudarto pengertian pidana ialah penderitaan yang sengaja di 

bebenkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu. Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu : 

1. Pada dasarnya pidana merupakan suatu penderitaan atau nestapa atau 

akibat-akibat dan pengenaan yang tidak menyenangkan. 

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunya kekuasaan (oleh orang yang berwenang).  

3. Pidana diberikan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana 

menurut undang-undang.  

4. Pidana merupakan kata-kata pencelaan oleh Negara atas diri seseorang 

karena telah melanggar hukum.   

Berdasarkan unsur-unsur diatas, dapat diartikan bahwa penjatuhan pidana 

adalah suatu penderitaan yang diberikan terhadap orang yang melanggar suatu 

perbuatan yang telah dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang Penjatuhan 

Pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana. Stelsel pidana berisi tentang jenis 

pidana, cara penjatuhan pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara menjalankan 

suatu pidana, begitu pula mengenasi pengurangan, penambahan dan pengecualian 

penjatuhan pidana. Stelsel pidana Indonesia diatur dalam buku 1 KUHP dalam bab 

2 dari pasal 10 samapi dengan 43.   
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Menurut stelsel KUHP, Pidana dibedakan menjadi dua kelompok, 

diantaranya pidana pokok dan pidana tambahan.   

Pidana pokok terdiri dari :  

a) Pidana mati,  

b) Pidana penjara,  

c) Pidana kurungan,  

d) Pidana denda,  

e) Pidana tutupan.  

Pidana Tambahan terdiri dari :  

a) Pidana pencabutan hak-hak tertentu,  

b) Pidana perampasan barang-barang tertentu,  

c) Pidana pengumuman keputusan hakim.  

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP telah mengelompokkan jenis-

jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara 

jenis pidana pokok dan jenis pidana tambahan ialah sebagai berikut :  

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok memiliki sifat keharusan 

(imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan memiliki sifat fakulatif. 

2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan adanya penjatuhan 

pidana tambahan (berdiri sendiri), sedangkan menjatuhkan jenis pidana 

tambahan tidak boleh ada penjatuhan pokok.  

3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, apabila telah mempunyai kekuatan 

hokum tetap diperlukan suatu tindakan pelaksanaan.   

Ada tiga golongan teori utama untuk membenarkan suatu penjatuhan pidana:  
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1. Teori Relative atau tujuan (doettheorien)  

Berdasarkan teori ini suatu kejadian yang tidak mutlak harus diikuti 

dengann suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lalu 

tapi juga ke masa depan. Pemidanaan harus memiliki suatu tujuan yang 

lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah 

sekedar alat untuk pembalasan, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang 

bermanfaat. Pembalasan tersebut merupakan sarana untuk melindungi 

kepentingan masyarakat sehingga teori ini disebut dengan teori 

perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak 

ada perbuatan jahat sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena 

terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, 

sehingga penjatuhan pidana tidak dapat menjamin berkurangnya suatu 

kejahatan.   

2. Teori Absolut atau teori pembalasan (vergeldingstheorien)  

Menurut teori ini didalam suatu kejadian terdapat pembenaran dari 

pemidanaan terlepas dari manfaat yang ingin dicapai. Adanya pemidanaan 

karena ada suatu pelanggaraan hokum. Jadi, berdasarkan teori ini pidana 

dijatuhkan karena orang telah melakukan tindak pidana. Tujuan utama dari 

teori ini adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan 

pengaruhnya ialah skunder. Contoh, jika A da B melakukan suatu tindak 

pidana, A melakukan tindak pidana yang lebih serius dari B, maka A akan 

mendapatkan hukuman yang lebih berat.  

3. Teori Gabungan (verenigingsthrorien)  
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Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula yang 

menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan 

dan prefensi seimbang.1  

Dalam rancangan KUHP Nasionalisme telah diatur tentang tujuan suatu  

penjatuhan pidana, yaitu:  

1. Pencegahan terhadap tindak pidana menegakkan norma hokum 

demi perlindungan masyarakat.  

2. Melakukan koreksi terhadap orang yang melakukan pidana yang 

bertujuan agar menjadikan terpidana tersebut jadi orang yang baik 

dan berguna.  

3. Menyelesaikan konflik yang timbul karena tindakan pidana, sehingga 

dapat memperbaiki keseimbangan dan mendatangkan rasa damai 

pada masyarakat.  

4. Membebaskan rasa bersalah terhadap orang yang melakukan tindak 

pidana.  

B. PASAL 53 UU No. 22 Tahun 2001Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 

Setiap orang yang melakukan :  

a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha 

Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 

rupiah); 

b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha 

Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)  

 
1Bambangan Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 135-137.  
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tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh 

miliar rupiah);  

c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha 

Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar 

rupiah);  

d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 

paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).  

 

C. Pengertian zawa>jir 

Kata al-zawa>jir الزواجر) )  berasal dari bahasa arab  ُُيَزْجر  yang artinya زَجَر –

mengendalikan, memeriksa, mencegah, melarang 2. Secara istilah, teori al-zawa>jir 

adalah salah satu teori pemidanaan yang tujuannya  memberi efek jera terhadap 

pelaku pidana serta bertujuan mencegah pelaku pdana agar tidak mengulangi 

perbuatannya lagi. 

Dalam fikih jinayah, yang dimaksud dengan pemidanaan ada empat.3 

Pertama, penerapan sanksi pidana kepada pelaku. Kedua, penetapan tujuan 

pemidanaan untuk memberi efek jera. Ketiga, adanya ancaman bagi pelaku yang 

berniat melakukan tindakan pidana. Keempat, perbaikan tingkah laku pelaku tindak 

pidana.  

Dalam rangka mengefektifkan perbuatan pidana, terdapat dua teori dalam 

hukum Islam yang bisa diadopsi terkait dengan jarimah, yaitu teori zawazir dan 

jawabir. Kedua teori tersebut muncul saat ulama fiqh membahas sifat hukum dalam 

 
2 Kamus Arab-Indonesia Online : https://www.almaany.com/, Diakses pada tanggal 13 Maret 2020. 
3 Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, 114. 

https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B1/?c=Semua
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berbagai tindak pidana, yakni apakah ia bersifat preventif atau paksaan (balas 

dendam). Begitupula dengan hukuman yang sudah dilaksanakan di dunia, apakah 

pelakunya masih akan disiksa di akhirat atau terbebas. Apabila dikaitkan dengan 

hukum pidana umum, teori zawajir dan jawabir dapat disamakan dengan teori 

retributive dan utilitarian yang dikenal dalam teori pemidanaan serta dikembangkan 

dalam hukum pidana.4  

Menurut ‘Abdu al-Rah}ma>n al-Ma>likiy Ah}mad  al-Daur, bahwa tujuan 

dari diterapkannya suatu hukuman adalah bertujuan sebagai penebus dosa (teori 

jawa>bir) dan pencegah (teori zawa>jir). Tujuan teori jawa>bir ini untuk menebus 

sanksi di akhirat, berbeda dengan teori zawa>jir ini yang tujuannya mencegah 

manusia dari perbuatan dosa dan tindak terlarang.5 Dijelaskan pula oleh ‘Abdu al-

Rah}ma>n al-Ma>likiy Ah}mad al-Daur bahwa sanksi di akhirat bagi pelaku tindak 

pidana akan berubah status menjadi gugur jika pelaku tindak pidana telah menjalani 

sanksi di dunia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhori dari ‘Uba>dah bin 

s}a>mit: 

وَ لَانِيِ عَن  عُبَ  ريِيِ عَن  أَبِ إِد ريِسَ الْ  نَةَ عَن  الزُّه  ثَـنَا اب نُ عُيـَيـ  ثَـنَا مَُُمَّدُ ب نُ يوُسُفَ حَدَّ ُ عَن هُ  حَدَّ ادَةَ ب نِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ فِ مََ لِسٍ فَـقَالَ   رقُِوا وَلَا تَـز نوُا وَقَـرَأَ  قاَلَ كُنَّا عِن دَ النَّبِيِ صَلَّى اللََّّ ئًا وَلَا تَس  ركُِوا بَِللََِّّ شَيـ  بََيِعُونِ عَلَى أَن  لَا تُش 

 
4  Muhammad  Din,  Stimulasi  Pembangunan  Hukum  Pidana  Nasional  dari  Aceh  untuk Indonesia  

(Bandung:  UNPAD  PRESS  2009),  82;  Taqwaddin,  Esensi  Hukum  Rajam (Lhokseumawe: 

Serambi, 2009), 24. 
5 ‘Abdu al-Rah}ma>n al-Ma>likiy Ah}mad  al-Daur, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam 

Islam, Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), 4.  
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ئًا فَـعُوقِبَ بهِِ فَـهُ  رهُُ عَلَى اللََِّّ وَمَن  أَصَابَ مِن  ذَلِكَ شَيـ  يةََ كُلَّهَا فَمَن  وَفََ مِن كُم  فَأَج  ن   وَ كَفَّارَتهُُ وَمَن  أَصَابَ مِ هَذِهِ الْ 

بهَُ  ُ عَلَي هِ إِن  شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِن  شَاءَ عَذَّ ئًا فَسَتََهَُ اللََّّ  6ذَلِكَ شَيـ 

 

Artinya : Kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu majelis dan beliau 

bersabda “Kalian telah membai’atku untuk tidak menyekutukan 

Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina”, kemudian 

beliau membaca keseluruhan ayat tersebut, “barang siapa diantara 

kalian memenuhinya, maka pahalanya di sisi Allah,  dan barang 

siapa mendapatkan dari hal itu suatu maka sanksinya adalah 

kifarat (denda) baginya dan barang siapa mendapatkan dari hal itu 

sesuatu, maka Allah akan menutupinya, mungkin 

mengampunimu atau mungkin juga mengajabmu”  

 

Dari hadis di atas, dijelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan penguasa akan 

menggugurkan sanksi di akhirat. Contohnya pada zaman Rasulullah SAW banyak 

kaum muslimin yang mengakui perbuatan dosa yang dilakukannya dan bertaubat 

agar diberi hukuman supaya terbebas dari azab di hari akhirat. Sehingga ‘uqubat 

atau sanksi berfungsi sebagai jawa>bir (penebus dosa) dan zawa>jir (pencegah).7 

Latar belakang munculnya teori jawa>bir bermula dari pemidanaan dalam 

hukum islam sebagai  penebus dosa atau sebagai pembalasan, fokusnya sesuai 

 
6 Abu ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>’i>l bin Ibra>hi>m bin al-Mu’izzah al-Ju’fiy al-Bukha>riy, 

S{ah}i>h} al-Bukha>ri> (Beirut: Da>r al-Ta>s}i>l, 2012), 440. 
7 ‘Abdu al-Rah}ma>n al-Ma>likiy Ah}mad  al-Daur, Sistem Sanksi ..., 7. 
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dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, seperti cambuk bagi 

peminum khamr, rajam bagi pezina, potong tangan bagi pencuri dan lain 

sebagainya. Selain itu muncul teori baru bahwa tujuan pemidanaan lebih 

difokuskan kepada efek jera sehingga memberi efek preventif untuk melakukan 

tindak pidana. Jadi, suatu sanksi yang bersifat sanksi fisik seperti potong tangan 

dapat digantikan dengan sanksi lain seperti penjara selama sanksi itu dapat 

menimbulkan efek jera. Inilah yang disebut dengan teori zawa>jir.8  

D. Dasar Hukum zawa>jir 

Dalam hukum islam kontemporer, teori zawa>jir kini lebih dikedepankan 

daripada teori pendahulunya yaitu teori jawa>bir. Teori zawa>jir dianggap lebih 

tepat dengan tujuan hukum islam itu sendiri, yaitu jalbu al mas}a>lih} wa daf’u al 

mafa>sid. Di zaman Nabi saw, pernah terjadi kasus perkosaan seorang wanita pada 

saat shubuh hari. Mendapat perlakuan tak senonoh tersebut, wanita itu berteriak  

meminta tolong dengan suara nyaring, sehingga menarik perhatian khalayak luas. 

Melihat hal seperti itu banyak orang berdatangan, dan  pemerkosa kabur tunggang 

langgang melarikan diri. Namun sebelum orang-orang ramai berdatangan di tempat 

kejadian, seorang laki-laki telah datang terlebih dahulu. Maka ketika orang-orang 

datang dan menanyai wanita korban perkosaan siapa yang memperkosanya, 

mendadak ia menuding laki-laki yang ada di dekatnya, karena hanya dialah yang 

satu-satunya laki-laki di sekitarnya yang berada di situ. Korban tak dapat mengenali 

pemerkosanya, laki-laki yang dituduh pun tak dapat membela diri, karena ia tidak 

 
8Amran Suadi, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah 

(Jakarta: Kencana, 2016), 379. 
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dapat menunjukkan bukti-bukti sebaliknya. Kemudian ia pun dihadapkan kepada 

Rasulullah untuk dijatuhi hukuman secara semestinya.  

Si pemerkosa selalu mengikuti perkembangan kasus tersebut. Ketika 

dengan pasrahnya laki-laki yang dituduh sebagai pemerkosa itu hendak dijatuhi 

hukuman, timbulah rasa iba dan bersalah yang amat sangat dalam hati pemerkosa. 

Terbayang di pikirannya bahwa ia telah berbuat dosa besar, tetapi orang lainlah 

yang menanggung akibat dan deritanya. Terbayang pula andai ia tidak segera 

bertindak dan membiarkan proses eksekusi berjalan, maka ia akan berdosa pula 

karena menyebabkan orang tak bersalah mendapat hukuman berat akibat ulahnya. 

Dengan kesadaran penuh dan penyesalan yang luar biasa akibat perbuatannya, ia 

pun dengan mantap menyerahkan diri kepada Rasulullah untuk dijatuhi hukuman. 

Ia mengaku bahwa yang bersalah adalah dirinya, bukan orang yang hampir 

dieksekusi itu. Ia juga menyatakan  penyesalan yang mendalam dan berjanji tidak 

akan mengulangi perbuatan tak senonoh tersebut. Setelah mendengar pengakuan 

pelaku dan penyesalannya yang sungguh-sungguh itu, Nabi saw lalu 

membebaskannya, tidak menjatuhi hukuman padanya. Padahal saat itu para sahabat 

telah siap-siap merajamnya. Bahkan Umar ibn bin Khattab dengan tegas meminta 

Nabi saw untuk merajamnya. Nabi saw tidak melakukannya, sebab menurut Nabi 

saw, tak ada guna dan manfaat menjatuhkan hukuman kepada orang yang sudah 

benar-benar sadar dan taubat. Tanpa dihukum pun ia tidak lagi akan berbuat atau 

mengulangi kejahatan.9 Dari kasus diatas, jelaslah bahwa fungsi pemidanaan itu 

 
9 Ibid., 246. 
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baginya ialah zawa>jir, yaitu berfungsi menyadarkan dan membuat orang jera 

sehingga tidak mau berbuat atau mengulangi lagi tindak pidana. 

Pada penerapannya, teori zawajir dan jawabir memiliki perbedaan yang 

signifikan. Hal ini seperti diterangkan Juhaya S. Praja, yakni : 

a. Zawajir disyariahkan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana yang akan 

terjadi, sedangkan jawabir disyariahkan untuk mencapai kemaslahatan. 

b. Jawabir ditetapkan unuk perbuatan yang melanggar ketentuan Allah, sehingga 

dengan menghukum pelanggarnya orang lain akan mendapat pelajaran dan 

berusaha untuk menghindari perbuatan tersebut. Adapun zawajir umumnya 

dikenakan pada seluruh pelaku pidana tanpa pandang bulu. 

c. Zawajir berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa anggota badan, manfaat 

dari anggota badan, ibadah, harta dan manfaat. Adapun jawabir berkaitan dengan 

pelanggaran jinayah dan sikap-sikap yang bertentangan dengan kehendak shar’, 

seperti pembunuhan, zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, menuduh 

orang lain berbuat zina (qadhaf), mengambil harta orang lain tanpa izin (ghasab) 

dan minum minuman keras. 

d. Zawajir berkaitan dengan tindak pidana h}udu>d dan ta’zir yang hukumannya 

dilaksanakan oleh hakim. Sedangkan jawabir ditujukan pada tindak pidana yang 

pelaksanaan hukumannya diserahkan pada orang yang dirugikan. 

e. Zawajir dalam masalah manfaat seperti seseorang yang menempati rumah orang 

ain tanpa izin dikenakan ganti rugi biaya, selama rumah itu ditempati, contoh 

lain adalah jiwa anggota badan dan manfaat anggota badan adalah denda (diyat) 
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atau kaffa>rah. Adapun hukuman terhadap pembunuhan yaitu qisas} termasuk 

kedalam kategori zawajir.10 

Ulama mazhab H}anafî berpendapat bahwa tindak pidana h}udûd dan taʻzîr 

disharî‘ahkan semata-mata sebagai tindak pencegahan bagi masyarakat di dunia, 

meskipun dosa terpidana sendiri tidak hilang kecuali melalui tobat. Namun 

demikian jumhûr ulama berpendapat bahwa hukuman yang telah ditentukan itu 

selain sebagai tindakan preventif di dunia juga bisa menghapuskan hukuman di 

akhirat apabila ia telah dilaksanakan di dunia.  

Ditegaskan lagi bahwa teori zawajir dan jawabir saling berkaitan sebagai 

bentuk pencegahan. Apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana, maka 

diberikan kepadanya pembalasan dengan hukuman yang ditentukan; termasuk 

dalam hal ini adalah penerapan hukuman minimal sampai hukuman maksimal. Hal 

ini sesuai dengan tujuan penerapan hukum itu sendiri, yakni tidak hanya dalam 

rangka memberikan efek jera (deterrence effect) tetapi juga pencegahan (preventive 

effect) untuk kemaslahatan umum.11 

E. Fungsi Zawajir 

Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang 

disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. Qishash, Diyat, ditetapkan 

untuk tindak pidana terhadap jiwa/ badan, hudud untuk tindak pidana tertentu 

(pencurian, perzinaan, qadhaf, hirabah, dan riddah), dan ta’zir untuk tindak pidana 

 
10 Nasrullah, Kontribusi Teori Sanksi dan Asas Pembuktian Terhadap Jarimah Korupsi di Indonesia. 

Vol. 9 No 2, Maret 2015.  482. 
11 Ibid., 484 
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selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan 

fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat 

dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum 

Islam ini dapat dinamakan dengan Zawajir. 

Teori zawajir ternyata sejalan dengan teori behavioral prevention. Artinya, 

hukuman pidana harus dilihat sebagai cara agar yang bersangkutan tidak lagi berada 

dalam kapasitas untuk melakukan tindak pidana (incapacitation theory) dan 

pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan, yang 

bertujuan untuk merehabilitasi si terpidana sehingga ia dapat mengubah 

kepribadiannya menjadi orang baik yang taat pada aturan (rehabilitation theory). 

Teori ini merupakan pengembangan dari deterrence theory yang berharap efek 

pencegahan dapat timbul sebelum pidana dilakukan (before the fact inhabition), 

misalnya melalui ancaman, contoh keteladanan dan sebagianya; dan intimidation 

theory yang memandang bahwa pemidanaan itu merupakan sarana untuk 

mengintimidasi mental si terpidana. Pemerintah dapat saja memilih untuk 

mempertimbangkan teori zawajir (bukan jawabir) dalam pidana Islam yang ternyata 

cocok dengan teori-teori pidana modern.12 

Dengan demikian, bentuk-bentuk hukuman fisik, seperti rajam dan potong 

tangan, sedapat mungkin dihindari atau diberikan kriteria yang ekstra ketat dan 

memenuhi tujuan penjatuhan hukuman tersebut, yaitu represif dan preventif. 

Disamping hal-hal diatas, kontribusi hukum pidana Islam juga bisa diberikan dalam 

 
12 Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam 

Serta Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016),  379. 
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bentuk asas-asas yang disarikan dari hukum pidana Islam. Asas-asas ini kemudian 

dijadikan sebagai asas hukum material yang konstitutif, artinya masuk dalam 

KUHP, dan dijadikan perspektif dalam pembentukan hukum pidana nasional. 

F. Tujuan Pemidanaan (zawa>jir) dalam Hukum Islam 

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah 

sebagai berikut:13 

1. Pencegahan 

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia 

tidak mengulangi jarimah nya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan 

jarimah tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga 

mengandung arti mencegah orang lain agar ia tidak ikut-ikutan melakukan 

jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada 

pelaku juga dikenakan terhadap orang lain yang melakukan perbuatan yang 

sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu 

menahan terhadap perbuatan sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya 

dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnua pula dan menjatuhkan 

diri dari lingkungan jarimah. 

2. Perbaikan dan pendidikan 

Tujuan kedua dari pemidanaan adalah mendidik pelaku jarimah agar ia 

menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat 

bagaimana perhatian syariat Islam terhadao diri pelaku. Dengan adanya 

 
13 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 

137-138. 
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hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri peaku suatu kesadaran 

bahwa ia menjatuhi jarimah bukan karena takut hukuman, melainkan 

karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan 

harapan mendapat ridha Allah SWT. 
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BAB III 

DESKRIPSI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

SIDOARJO NOMOR 406/PID.B/2019/PN SDA) 

A. Kronologi Kejadian 

Pada pengadilan tingkat pertama, perkara Terdakwah disidangkan di 

Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan perkara nomor 406/PID.B/2019/PN SDA 

tanggal 15 Oktober 2018. Isi dari putusan tersebut adalah sebagai berikut1 :  

1. Identitas terdakwah  

Nama Lengkap  : Yoyok Dwi Saputro 

Tempat lahir   : Sidoarjo 

Umur/Tanggal lahir  : 34/7 Januari 1985 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Kebangsaan   : Indonesia  

Tempat tinggal : Dusun Kalidawir RT 010 RW 003 Desa Kalidawir 

                          Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo 

Agama   : Islam 

Pekerjaan   : Swasta 

Pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 WIB bulan 

Oktober 2018 bertepat di PT. Loyal Sentosa Energi (PT.LSE) Desa Kalidawir Rt. 

10 Rw. 03 Kecamatan Tangulangin Kabupaten Sidoarjo, Pak Yoyok Dwi Saputro 

(terdakwah) melakukan Niaga tanpa Izin Usaha Niada yang dilakukan dengan cara 

 
1 Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor 406/Pid.B/LH/2019/PN SDA, 01. 
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menanamkan investasi ke PT Arto Gas Abadi yang bergerak dalam bidang 

pengangkutan dan penjualan Gas CNG dan selanjutnya pada saat PT Arto Gas 

Abadi mengalami krisis, terdakwah mendirikan perusahaan sendiri yaitu PT Loyal 

Sentosa Energi (PT LSE) sebagaimana akte pendirian PT Loyal Sentosa Energi 

Nomor 4 tanggal 20 Mei 2014, juga bergerak dibidang supplier dalam bidang 

pengangkutan dan penjualan gas CNG dan menyewakan unit kendaraan GTM (Gas 

Transportasi Modul). Kemudian terdakwah sebagai DIrektur Utama PT Loyal 

Sentosa Energi mempunyai tugas dan tanggung jawab mengawasi penjualan gas 

CNG dan melakukan pemasaran gas CNG ke Customer.2 

Namun setelah PT Arto Gas Abadi jatuh pailit, terdakwah sebagai salah satu 

pemodal dan sebagai Direktur Utama PT Loyal Sentsa Energi mengambil inisiatif 

melanjutkan penjualan gas CNG ke konsumen PT Arto Gas Abadi antara lain 

melanjutkan penjualan gas CNG ke PT Karya Bakti Metalasri (PT KBM) padahal 

PT Loyal Sentosa Energi belum memiliki ijin usaha niada dari pemerintah 

selanjutnya untuk menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli, maka 

terdakwah selaku Direktur Utama menggunakan nama PT Arto Gas Abadi dalam 

pelaporan penggunaan gas CNG.  

Pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB petugas 

kepolisian dari Ditreskismus Polda Jatim Jatim melakukan pemeriksaan di PT 

Karya Bakti Metalasri (PT KBM) jalan Rungkut Industri III no 28 A Surabaya. 

Pada saat pemeriksaan, petugas kepolisian dan ditreskrimsus Polda Jatim melihat 

 
2 Ibid., 3 
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mobil Mitsubishi L300 No. Pol W-9734-NG yang bertuliskan PT LSE berada di PT 

Karya Bakti Metalasri. Kemudian, setelah dilakukan pengecekan, ternyata mobil 

Mitsubishi L300 No. Pol W-9734-NG yang bertuliskan PT LSE sedang melakukan 

pengisian Gas CNG ke PT Karya Bakti Metalasri.  

Maka setelah itu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 

kelengkapan dokumen usaha PT Loyal Sentosa Energi dan ternyata PT Loyal 

Sentosa Energi tersebut tidak memiliki ijin usaha niaga dari pemerintah. PT Loyal 

Sentosa Energi memperoleh gas CNG tersebut dengan cara membeli dari PT Zebra 

Energy dengan harga Rp. 4.900-/ kubik dan dijual kembali ke PT Karya Bakti 

Metalsri dengan harga Rp. 6.300,-/ kubik sehingga PT Loyal Sentosa Energi 

mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.400,-/kubik.3 

B. Dakwaan Jaksa 

Dalam kasus tersebut, terdakwah oleh penuntut umum didakwahkan dengan 

dakwaan alternative sebagaimana berikut4 : 

Perbuatan terdakwah diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gas Bumi. 

Menimbang, bahwa Terdakwah di persidangan telah memerikan 

keterangannya pada pokoknya sebagai berikut : 

 
3 Ibid., 5. 
4 Ibid., 10. 
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- Bahwa terdakwah pernah diperiksa si penyidik dan dalam keterangannya si 

penyidik benar dan tidak ada perubahan; 

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB 

terdakwah telah ditangkap di Rungkut Industri III No. 28 A kota Surabaya 

karena Terdakwah melakukan penjualan gas CNG; 

- Bahwa terdakwah sebagai direktur PT LOYAL SENTOSA ENERGI (LSE) 

dan tugas serta tanggungjawab terdakwah adalah mengawasi penjualan gas 

CNG, melakukan pemasaran gas CNG ke Costumer serta Terdakwah sebagai 

pemilik dari PT LSE tersebut; 

- Bahwa PT LSE tersebut bergerak dibidang usaha Suplayer dalam bidang 

pengangkutan dan penjualan gas CNG, dan menyewakan unit kendaraan GTM 

(Gas Transportasi Modul) dan PT LSE melakukan pengangkutan dan penjualan 

gas CNG sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. 

- Bahwa pada waktu petugas kepolisian Polda Jatim melakukan pemeriksaan gas 

CNG pada PT Karya Bakti Metalasari (KBM) yang beralamat di rungkut 

Industri III No. 28 Surabaya dan armada Mitsubishi L/300 No. Pol. W-9734-

NQ yang bertuliskan PT LSE yang berada di KBM sedang melakukan 

pengisian gas CNG ke PT KBM dan volume gas CNG berisi sebanyak 250 

meter kubik dan armada tersebut adalah milik terdakwah; 

- Bahwa awalnya Terdakwah bekerja dan salah satu pemberi modal di PT Arto 

Gas Abadi pada tahun 2013 dan kemudian sekira tahun 2015 PT Arto Gas 

Abadi bangkrut dan Bubar, selanjutnya terdakwah mendirikan PT LSE dan 

melanjutkan gas CNG ke PT KBM, akan tetapi laporan penggunaan gas CNG 
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masih menggunakan nama PT Arto Gas ABadi dengan tujuan untuk menjaga 

kepercayaan antara Penjual dan Pembeli; 

- Bahwa hingga sekarang pihak PT KBM tidak tahu kalau yang menjual gas 

CNG adalah PT LSE sebagai terdakwah karena terdakwah belum memberitahu 

kepada direktur PT KBM yang dalam hal ini SUNU; 

- Bahwa gas CNG dipergunakan untuk bahan bakar oven dalam hal pembuatan 

cat drum besi; 

- Bahwa terdakwah dalam sehariannya dapat menuai gas CNG tersebut sebanyak 

250-300 keuntungan sebesar Rp. 1.400,-per meter kubiknya; 

- Bahwa terdakwah dapat melakukan penjualan gas CNG kepada PT KBM 

sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemerintah yang 

berwenang; 

- Bahwa terdakwah kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka 

persidangan tersebut; 

 

C. Tuntutan Penuntut Umum 

Berdasarkan deskripsi tindak pidana percobaan diatas, jaksa penuntut umum 

mengajukan tuntutan sebagaimana berikut5: 

1. Menyatakan terdakwah Yoyok Dwi Saputro, terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan Niaga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga” sebagaimana 

 
5 Ibid., 14. 
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diatur dalam ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi; 

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwah Yoyok Dwi Saputro dengan 

pidana selama dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa 

percobaan selama 12 (dua belas) bulan. 

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwah Yoyok Dwi Saputro sebesar 

Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 

 

D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda. 

1.  Unsur Setiap Orang 

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hokum pidana 

bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting 

dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) 

dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek 

hokum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwah 

melakukan suatu tindak pidana6; 

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwah 

di Persidangan yaitu Terdakwah YOYOK DWI SAPUTRO, yang bersangkutan 

telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa 

identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat, keterangan saksi-saksi ternyata 

sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan 

subjek hokum, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan 

 
6 Ibid., 9 
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sebagai terdakwah dalam proses peradilan perkara ini yang telah didakwa oleh 

Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas.7 

2. Unsur setiap orang yang melakukan niaga tanpa dilengkapi dengan izin 

usaha niaga 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam 

persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwah serta 

dihubungkan dengan barang diperoleh fakta-fakta hokum sebegai berikut8: 

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas semua unsur-unsur yang 

dikehendaki dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, dan dengan telah 

terpenuhinya semua unsur-unsur terseut Majelis berkesimpulan dan 

berkeyakinan bahwa Terdakwah telah terbukti melakukan tindak pidana 

sebagaimana yang didakwahkan oleh Penuntut Umum; 

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis tidak 

melihat hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwah dari 

tuntutan hokum baik berupa alas an pemaaf maupun alas an pembenar, maka 

kepada terdakwah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, 

maka terdakwah haruslah dijatuhi pidana yang setimpat dengan kesalahannya.  

Menimbang, bahwa pledooi Terdakwah hanya memohon hukuman yang 

seringan-ringannya, sehingga majelis akan mempertimbangkan bersama-sama 

 
7 Ibid. 
8 Ibid., 11. 
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dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberaktka maupun yang 

meringankan; 

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak 

terhadap terdakwah, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwah sebagai berikut9 :  

Hal yang memberatkan: 

- Perbuatan terdakwah tidak mendukung program pemerintah dalam 

kebijakan pengelolaan minyak dan gas; 

Hal yang meringankan :  

- Terdakwah berlaku sopan dan berterus terang di persidangan; 

- Terdakwah masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki 

perilakunya dikemudian hari; 

- Terdakwah mempunyai tanggungan keluarga; 

- Terdakwah belum pernah dihukum; 

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwah tersebut dan dengan 

mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwah bukanlah untuk balas 

dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka 

Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan 

atas diri terdakwah sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut 

hemat Majelis cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya. 

 
9 Ibid., 12. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal ini pula selain terdakwah 

dijatuhi pidana maka terdakwah juga dihukum untuk membayar pidana denda 

apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwah maka diganti dengan hukuman 

penjara sebagaima yang disebut dalam amar putusan ini.  

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwah telah dinyatakan bersalah dan 

dijatuhi pidana, maka terdakwah dibebani pula untuk membayar biayaperkara yang 

besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini; 

Mengingat akan ketentuan pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal-pasal 

dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. 

E. Putusan Hakim 

Setelah mendengar keterangan terdakwah, para saksi, dihadapan 

persidangan dan memeriksa barang bukti, maka majelis hakim Pengadilan Negeri 

Sidoarjo yang dipimpin oleh H. Minanoer Rachman, S.H., M.H., sebagai Hakim 

Ketua, Kabul Irianto S.H., M.H.um., Mulyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim 

Anggota, dalam perkara Nomor Nomor 406/Pid.B/2019/Pn Sda memutuskan 

dengan10 : 

1. menyatakan bahwa terdakwah YOYOK DWI SAPUTRO tersebut diatas telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“MELAKUKAN NIAGA TANPA DILENGKAPI IZIN USAHA NIAGA” 

 
10 Ibid., 14. 
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2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwah oleh karena itu dengan pidana penjara 

selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 

hukuman penjara selama 2 (dua) bulan; 

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada 

putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan 

suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan 

berakhir; 

 

4. Menetapkan barang bukti berupa : 

a) 1 (satu) bendel laporan pemakaian gas CNG, tgl 11, 13, 14, dan 15 oktober 

2018 dari PT Artho Gas Abadi. 

b) 1 (satu) lembar penggunaan gas CNG bulan oktober untuk PT Karya Bakti 

Metalasari, Jl.Rungkut Industri III No. 28 A/30 Surabaya.  

c) 1 (satu) lembar surat jalan tgl 15 Oktober 2018 dari PT. Zebra Energy 

dikirim kepada PT. Loyal Sentosa Energi. 

d) 1 (satu) lembar Foto Copy SERTIFIKAT IZIN USAHA No. 05.AD.05.23. 

(02,04,06,07).6.19. PT. Loyal Sentosa Energi, Alamat Ds. Kalidawir 

RT/RW. 10/03 kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo-Jatim. 

e) 2 (dua) lembar asli invoice tagihan PT. Artho Gas Abadi o. 025-CNG/AGA-

KBM/IX.2018 tanggal 17 September 2018 untuk pemakaian CNG periode 

3 September 2018 – 10 September 2018 kepada PT. Karya Bakti Metalsari 

(KBM) sebesar Rp. 17.439.292.03. 
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f) 2 (dua) lembar asli invoice tagihan PT Artho Abadi No. 026-CNG/AGA-

KBM/IX.2018 tanggal 26 september 2018 untuk pemakaian Gas CNG 

Periode 12 September 2018 – 20 September 2018 kepada PT. Karya Bakti 

Metalsari (KBM) Sebesar Rp. 22.503.634,13;y. 

g) Uang tunai sebesar 17.992.476,- sesuai dengan invoice No. 027-

CNG/AGA-KBM/X.2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang penagihan 

penjualan gas CNG yang dibuat oleh PT. Artho Gas Abadi yang ditujukan 

kepada PT. Karya Bakti Metalsari. 

h) 1 (satu) unit pick up Mitsubishi nopol W 9734 NQ beserta kunci kontak dan 

STKN an. Sholhah dengan bermuatan tabung gas CNG dengan tekanan 120 

Bar.  

i) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri yang diterbitkan oleh bank mandiri 

KCP Candi-Sidoarjo dengan nomor Rekening 141-0013-7962-97 an.sdr. 

Yoyok Dwi Saputra. 

j) 1 (satu) buah kartu NPWP nomor 70.313.403.1-617.000 an PT Loyal 

Santosa Energi. 

k) 2 (dua) lembar lampiran keputusan Menteri hokum dan HAM nomor AHU-

14432.40.10.2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang pengesahan pendirian 

badan hokum perseroan terbatas PT. Loyal Sentosa Energi. 

l) 1 (satu) lembar surat ijin usaha perdagangan nomor 510/05./404.6.2/2015 

tanggal 13 Februari 2015. 

m) 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan PT Nomor TDP.13.17.1.46.05902. 
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n) 1 (satu) buah buku akta pendirian PT. Loyal Sentosa Energi nomor 4 tanggal 

20 mei 2014 dari notaris/PPAT Budi Darwin Seyawan Gurita Juwono, SH 

jl. Melaten no. 11 plintahan Pandaan Pasuruan. 

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu 

rupiah); 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI TEORI ZAWA<JIR TERHADAP SANKSI PIDANA 

PERCOBAAN  (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 406/PID.B/2019/PN SDA) 

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Percobaan Dalam Putusan 

Nomor 406/Pid.B/2019/PN. Sda 

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 406/Pid.B/LH/2019/PN 

SDA, hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwah, perbuatan terdakwah diatur 

dan diancam dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pengadilan juga menjatuhkan 

pidana kepada terdakwah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 

(sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara 

selama 2 (dua) bulan. Dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali 

jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena 

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua 

belas) bulan terakhir.  

Sanksi bagi pelaku terdapat dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang 

Republik Indonesaia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi : 

“Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi 

Rp. 30.000.000.000,-00 (Tiga puluh miliar rupiah).” 

Dalam putusanya perbuatan Terdakwa Yoyok Dwi Saputro telah melanggar 

pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 
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Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 

1981 tentang KUHAP. Tindakan terdakwa telah dijatuhkan pidana penjara selama 

9 bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda tersebut tidak diganti dengan hukuman penjara selama 2 

(dua) bulan, dan pengadilan juga menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah 

dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain 

disebabkan karena Terpidana melakukan suatu pidana sebelum masa percobaan 

selama 12 bulan terakhir.  

Dalam kasus ini, majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta 

yang diperoleh dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan 

terdakwa selama dipersidangan, majelis tidak melihat hal-hal yang dapat 

membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum baik alasan pemaaf 

maupun alasan pembenar. 

Sebelum majelis menjatuhkan pidana yang layak terhadap terdakwa terlebih 

dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana 

bagi diri terdakwa, hal yang memberatkan yakni Perbuatan terdakwa tidak 

mendukung program pemerintah dalam kebijakan pengelolaan minyak dan gas, 

dengan tidak memiliki surat izin berniaga, dan hal yang meringankan yakni 

terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan, terdakwa masih berusia 

muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari, 

terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum. 

Setelah majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 

meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa 
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penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan 

haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka majelis 

berpendapat bahwa tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri 

terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan menurut majelis cukup 

memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahanya. 

B. Analisis Implementasi Teori Zawa>jir terhadap Sanksi Pidana Percobaan Dalam 

Putusan Nomor 406/Pid.B/2019/Pn Sda. 

Jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam, terdakwah dalam perkara ini yang 

telah terbukti melakukan Niaga Tanpa Izin Niaga. Maka tindak pidana tersebut 

masuk kategori Tahdid, Yaitu hukuman terhadap perbuatan yang telah ditentukan 

karena merupakan hak Allah, tidak bisa diganti dengan hukuman yang lain ataupun 

dibatalkan oleh manusia. Dikarenakan tindak pidana tersebut masuk kategori al-

hudud, maka secara teori pemidanaan dalam hukum Islam, tujuannya adalah masuk 

pada teori zawa>jir, yaitu salah satu teori pemidanaan yang tujuannya memberi 

efek jera terhadap pelaku pidana serta bertujuan mencegah pelaku pidana agar tidak 

mengulangi perbuatannya lagi. 

Menurut ‘Abdu al-Rah}ma>n al-Ma>likiy Ah}mad  al-Daur, bahwa tujuan 

dari diterapkannya suatu hukuman adalah bertujuan sebagai penebus dosa (teori 

jawa>bir) dan pencegah (teori zawa>jir). Tujuan teori jawa>bir ini untuk menebus 

sanksi di akhirat, berbeda dengan teori zawa>jir ini yang tujuannya mencegah 

manusia dari perbuatan dosa dan tindak terlarang.1 Dijelaskan pula oleh ‘Abdu al-

Rah}ma>n al-Ma>likiy Ah}mad al-Daur bahwa sanksi di akhirat bagi pelaku tindak 

 
1 ‘Abdu al-Rah}ma>n al-Ma>likiy Ah}mad  al-Daur, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam 

Islam, Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), 4.  
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pidana akan berubah status menjadi gugur jika pelaku tindak pidana telah menjalani 

sanksi di dunia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhori dari ‘Uba>dah bin 

s}a>mit: 

وَ لَانِيِ عَن  عُبَ  ريِيِ عَن  أَبِ إِد ريِسَ الْ  نَةَ عَن  الزُّه  ثَـنَا اب نُ عُيـَيـ  دُ ب نُ يوُسُفَ حَدَّ ثَـنَا مَُُمَّ نِ الصَّامِتِ ادَةَ ب  حَدَّ

ُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ فِ مََ لِسٍ فَـقَالَ بََيعُِونِ عَلَى ُ عَن هُ قاَلَ كُنَّا عِن دَ النَّبِيِ صَلَّى اللََّّ ركُِوا بَِللََِّّ  رَضِيَ اللََّّ أَن  لَا تُش 

يةََ كُلَّهَا فَمَن  وَفََ  رقُِوا وَلَا تَـز نوُا وَقَـرأََ هَذِهِ الْ  ئًا وَلَا تَس  رهُُ عَلَى اللََِّّ وَمَن  أَصَابَ مِن  ذَلِكَ شَيـ   مِن كُم  فأََج 

ئًا فَسَتََهَُ اللََُّّ عَلَي هِ إِن  شَاءَ غَفَرَ لَ  ئًا فَـعُوقِبَ بهِِ فَـهُوَ كَفَّارَتهُُ وَمَن  أَصَابَ مِن  ذَلِكَ شَيـ  هُ وَإِن  شَاءَ شَيـ 

بهَُ   2عَذَّ

Artinya : Kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu majelis dan beliau 

bersabda “Kalian telah membai’atku untuk tidak menyekutukan 

Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina”, kemudian 

beliau membaca keseluruhan ayat tersebut, “barang siapa diantara 

kalian memenuhinya, maka pahalanya di sisi Allah,  dan barang 

siapa mendapatkan dari hal itu suatu maka sanksinya adalah 

kifarat (denda) baginya dan barang siapa mendapatkan dari hal itu 

sesuatu, maka Allah akan menutupinya, mungkin 

mengampunimu atau mungkin juga mengajabmu”  

 
2 Abu ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>’i>l bin Ibra>hi>m bin al-Mu’izzah al-Ju’fiy al-Bukha>riy, 

S{ah}i>h} al-Bukha>ri> (Beirut: Da>r al-Ta>s}i>l, 2012), 440. 
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Dikarenakan peristiwa tersebut tidak tunduk pada dasar hukum pidana 

Islam, melainkan hukum positif di Indonesia yaitu pada tindak pidana yang diatur 

dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 

Tentang minyak dan Gas Bumi, maka sanksi pidannya pun berupa sanksi pidana 

pokok yaitu, pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan 

selama 12 (dua belas) bulan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta 

Rupiah). Sanksi tersebut bertujuan memberi efek jera bagi pelakunya, atau dengan 

kata lain sanksi tersebut masuk kategori teori Zawajir, yaitu suatu sanksi tindak 

pidana yang bersifat sanksi fisik dapat digantikan dengan sanksi lain seperti penjara 

selama sanksi itu dapat menimbulkan efek jera.  

Menilik dari hasil putusan hakim yang menentukan dengan dijatuhkannya 

hukuman pokok bagi terdakwa yaitu pidana penjara yang sudah tertera diputusan3 

berupa sanksi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan 

selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta 

Rupiah), sudah memenuhi teori zawa>jir dalam tujuan pemidanaan secara hukum 

Islam. Karena memang tujuan dari putusan majelis hakim untuk memberikan efek 

jera terhadap terdakwa atau pencegahan supaya terdakwa tidak dapat melakukan 

tindak pidana lagi dikemudian hari, bukan untuk kepentingan pihak korban.  

Pertimbangan Majelis hakim yang menggunakan keadilan restoratif, 

memang patut untuk dihormati. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan semangat 

 
3 Pidana penjara 9 (Sembilan) bulan dan denda sebear Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) 

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 

(dua) bulan. 
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Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, jelas terlihat tujuan yang berbeda. 

Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan keadaan dengan melibatkan 

berbagai pihak, menitikberatkan pemecahan masalah dengan adanya 

pertanggungjawaban dari pelaku yang mengarah kepada perbaikan ke masa depan, 

lebih fokus pada perbaikan kerugian sosial bernilai ekonomis, sosial dan bermoral.  

Dalam menentukan apakah efek jera tercapai atau tidak, maka menurut 

penulis, yang menjadi tolak ukurnya tetap berpedoman pada sudut pandang yuridis 

normatif, yaitu jika sanksi pidana diterapkan sesuai dengan apa yang terdapat 

dalam Undang-undang, maka secara penafsiran sistematis, tercapai pula tujuan 

dibentuknya undang-undang tersebut. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya 

bahwa tujuan dari dibentuknya undang-undang Minya dan Gas Bumi adalah untuk 

menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Jadi, tolak ukur efek jera secara yuridis 

normatif dan kepastian hukum, tidak dari pengalaman batin pelaku, melainkan 

dilihat dari diterapkan atau tidaknya sanksi pidana sesuai Undang-undang tersebut.  

Menurut penulis dalam hukum Islam tidak menetapkan mengenai batasan 

rendah atau tinggi dari suatu hukuman. Karena sepenuhnya diserahkan kepada 

hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang diberikan kepada 

pelaku. Namun, hukuman harus tetap memenuhi rasa keadilan, mengingat 

perbuatan yang dilakukan pelaku membuat kerugian pada masyarakat sekitar. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah penulis menguraikan dan memaparkan data hasil penelitian, maka 

sekiranya penulis mengambil kesimpulan beberapa point, yaitu :  

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo 406/Pid.B/2019/PN Sda 

menyatakan bahwa terdakwah dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan 

dengan masa percobaan selama 12 (Dua Belas) Bulan. Dan menjatuhkan denda 

Terdakwah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan 

kurungan. Dengan pertimbangan keadilan yang melihat dari hal yang meringankan 

terdakwah maka pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada 

putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu 

tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (Dua Belas) bulan berakhir. 

2. Dari analisis teori Zawajir tentang sanksi pidana percobaan dalam perkara tindak 

pidana Melakukan Niaga tanpa dilengkapi Izin Usaha Niaga dalam putusan Hakim 

Pengadilan Negeri Sidoarjo 406/Pid.B/2019/PN Sda, diperoleh hasil penelitian 

bahwa tujuan pemidanaan yang ada dalam pertimbangan majelis hakim tidak sejalan 

dengan tujuan pemidanaan yang ada Undang-Undang tentang minyak dan gas bumi 

yaitu tidak menimbulakan efek jera bagi pelakunya. Sedangkan tujuan pemidanaan 

dalam undang-undang adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya, 

sehingga berdasarkan tujuan pemidanaan secara hukum islam tidak memenuhi 

secara teori Zawajir . 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran-saran sebagaimana 

berikut : 

1. Untuk penegak hukum, khususnya majelis hakim dalam 

mempertimbangkan serta memutus suatu perkara lebih memperhatikan 

undang-undang yang berlaku. 

2. untuk masyarakat, lebih diharapkan menjadikan ini sebagai pembelajaran 

dalam kehidupan bahwa kejahatan akan merugikan diri sendiri dan juga 

akan mengganggu kemaslahatan masyarakat sekitar.  
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